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PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 10
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dukungan pencapaian target
program di lingkungan Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
diperlukan penguatan kebijakan bantuan pemerintah
bagi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
b. bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum mengakomodasi
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Mengingat

perkembangan kebijakan bantuan pemerintah sehingga
perlu disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi
Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6414);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
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2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5262);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);

Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang
Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional
Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 272);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1745);
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Menetapkan

13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 712);

14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 10
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 712), diubah sebagai berikut:
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Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut
Bantuan adalah Bantuan yang tidak memenuhi
kriteria Bantuan sosial yang diberikan pemerintah
kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau
lembaga pemerintah /nonpemerintah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif yang bertanggung jawab atas pengelolaan
anggaran pada Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada satuan kerja di lingkungan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan
tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut

Sekretaris Kementerian adalah unsur pembantu
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pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri.

Deputi adalah Deputi di Lingkungan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 4
Jenis Bantuan di bidang pariwisata dan ekonomi
kreatif meliputi:
a. pemberian penghargaan;
b. beasiswa;
c. Bantuan operasional,
d. Bantuan sarana dan prasarana;
e. Bantuan rehabilitasi, pembangunan gedung,
atau bangunan; dan
f. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
Bantuan yang ditetapkan oleh PA.
Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, berupa penghargaan yang
diatur sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan.
Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, berupa uang pendidikan, biaya hidup,
biaya buku/diktat, biaya penelitian, dan/atau biaya
lain yang dibutuhkan untuk biaya pendidikan atau
kuliah.
Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c¢ diberikan kepada kelompok
masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata dan
ekonomi kreatif.
Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
a. sarana dan prasarana pariwisata; dan

b. sarana dan prasarana ekonomi kreatif.
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Bantuan rehabilitasi, pembangunan Gedung, atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e berupa revitalisasi infrastruktur fisik
pariwisata dan ekonomi kreatif.
Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
Bantuan yang ditetapkan oleh PA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf {, berupa:
a. program insentif riset;
b. Bantuan untuk fasilitasi pada:
1. pengembangan produk dan jasa;
2. pengembangan, pembinaan, dan/atau
pendampingan usaha;
3. pelindungan dan pemanfaatan kekayaan
intelektual; dan

4. transformasi digital.

Pasal 6 dihapus.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 8

Tata kelola Bantuan di bidang pariwisata dan
ekonomi kreatif disusun dalam petunjuk teknis yang
ditetapkan oleh Deputi dan/atau Sekretaris
Kementerian sesuai dengan kewenangan masing-
masing.

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), memuat:

a. dasar hukum pemberian Bantuan;

b. tujuan penggunaan Bantuan;

c. pemberi Bantuan;

d. persyaratan penerima Bantuan;

e. bentuk Bantuan;

f.  rincian jumlah Bantuan;

g. tata kelola pencairan dana Bantuan;
h. penyaluran dana Bantuan;
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i.  pertanggungjawaban Bantuan;
j-  ketentuan perpajakan; dan

k. sanksi.

S. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9
Pengelolaan Bantuan di bidang pariwisata dan ekonomi
kreatif dilakukan oleh PPK pada setiap Deputi atau

Sekretariat Kementerian.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2021

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO



